BAB IV
PENUTUP

A. Simpulan
1. Efektivitas Penerapan E-Court

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab III, dapat
disimpulkan bahwa penerapan sistem E-Court secara umum telah berjalan
dengan cukup efektif dan memberikan kontribusi positif terhadap
peningkatan kualitas pelayanan peradilan. Sistem FE-Court mampu
menyederhanakan proses administrasi perkara, mempercepat tahapan
berperkara, serta mengurangi beban biaya dan waktu bagi para pihak yang
berperkara. Hal ini sejalan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan
biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Kendala dalam penerapan E-Court

a. Kendala teknis berupa gangguan sistem, kestabilan jaringan internet,
dan keterbatasan kapasitas infrastruktur teknologi informasi yang masih
berpotensi menghambat kelancaran administrasi dan persidangan
perkara perdata secara elektronik.

b. Kendala sumber daya manusia, yaitu masih terbatasnya pemahaman dan
kesiapan pengguna E-Court, baik aparatur pengadilan, advokat, maupun
masyarakat pencari keadilan, dalam mengoperasikan sistem peradilan
elektronik.

c. Kendala prosedural, yaitu masih adanya tahapan persidangan perkara

perdata yang belum sepenuhnya dapat dilaksanakan secara elektronik
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sehingga memerlukan penyesuaian antara mekanisme FE-Court dan

persidangan konvensional.

3. Upaya Peningkatan Efektivitas E-Court

a.

B. Saran

Melakukan peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur teknologi
informasi serta keandalan sistem E-Court secara berkelanjutan guna
meminimalisir gangguan teknis dalam praktik.

Meningkatkan sosialisasi, pelatihan, dan bimbingan teknis kepada
seluruh pengguna E-Court agar memiliki pemahaman dan kemampuan
yang memadai dalam memanfaatkan sistem peradilan elektronik.
Memperkuat koordinasi dan evaluasi secara berkala antara Mahkamah
Agung, pengadilan, advokat, dan pengguna E-Court lainnya untuk
menyesuaikan penerapan E-Court dengan karakteristik perkara perdata

serta meningkatkan kualitas pelayanan peradilan.

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan mengenai efektivitas

penerapan E-Court dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Kelas 1A

Padang, penulis menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi

bahan

pertimbangan dalam rangka meningkatkan kualitas dan efektivitas

penerapan E-Court di masa mendatang.

1.

kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk terus
meningkatkan keandalan sistem E-Court dan infrastruktur teknologi
informasi yang mendukungnya. Peningkatan kapasitas server,
kestabilan jaringan internet, serta pemeliharaan sistem secara berkala

perlu dilakukan guna meminimalisir gangguan teknis yang berpotensi
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menghambat proses administrasi dan persidangan perkara perdata
secara elektronik.

. Kepada Pengadilan Negeri perlu memperkuat kegiatan sosialisasi dan
bimbingan teknis kepada para pengguna E-Court, khususnya advokat
dan pihak berperkara non-advokat. Sosialisasi yang berkelanjutan
mengenai tata cara penggunaan E-Court, termasuk e-filing, e-payment,
e-summons, dan e-litigation, diharapkan dapat meningkatkan
pemahaman dan kesiapan pengguna dalam memanfaatkan sistem
peradilan elektronik secara optimal.

. Kepada Advokat sebagai pengguna utama E-Court dalam perkara
perdata, disarankan untuk terus meningkatkan kemampuan dan literasi
teknologi informasi sebagai bagian dari profesionalisme dalam
menjalankan praktik hukum. Advokat diharapkan dapat menyesuaikan
strategi berperkara dengan mekanisme persidangan elektronik serta
mempersiapkan dokumen persidangan secara sistematis dan tepat waktu
guna mendukung kelancaran proses e-litigation.

. Kepada masyarakat pencari keadilan, disarankan untuk meningkatkan
pemahaman dan kesiapan dalam menggunakan sistem E-Court sebagai
bagian dari mekanisme berperkara perdata di pengadilan. Masyarakat
diharapkan aktif mempelajari tata cara berperkara secara elektronik,
baik melalui sosialisasi yang diselenggarakan oleh pengadilan maupun
melalui pendampingan advokat, sehingga proses berperkara dapat
berjalan lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan penerapan

peradilan berbasis teknologi informasi.
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